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ABSTRACT

This study examines land encroachment on the Bukittinggi City Regional General Hospital (RSUD)
despite Supreme Court Decision No. 330K/TUN/2020 affirming the city’s ownership. Although
Article 385 of the Indonesian Criminal Code criminalizes unlawful land occupation, enforcement
remains weak due to social, political, and administrative factors. Using a socio-legal approach with
document studies and interviews, the research applies Robert B. Seidman’s theory of law operation.
Findings show weak asset supervision, low public legal awareness, and government inaction drive
continued encroachment. Strengthening inter-agency coordination, law enforcement, and community
legal education is recommended to protect public assets and close the gap between law and practice.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah memiliki nilai ekonomi, sosial,
politik, dan hukum strategis bagi
pembangunan nasional sebagaimana
ditegaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan
diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960
yang menekankan keadilan, kepastian
hukum, serta pendaftaran tanah sebagai
bukti hak sah. Namun, peralihan hak sering
memicu sengketa, termasuk penyerobotan
tanah yang diatur Pasal 385 KUHP serta
Pasal 167 dan 406 KUHP. Kasus terjadi
pada aset Pemerintah Kota Bukittinggi
berupa lahan hibah £33.972 m? bersertifikat
Hak Pakai Nomor 22 tahun 2017. Meski
Mahkamah  Agung melalui  Putusan
330K/TUN/2020 menegaskan kepemilikan
pemerintah, sebagian masyarakat tetap
menggugat dan menduduki lahan RSUD.
Kegagalan negosiasi menunjukkan
lemahnya pengawasan aset, rendahnya
kesadaran hukum, dan kurangnya ketegasan
aparat, sehingga penelitian ini menelaah
langkah pemerintah kota dalam melindungi
aset publik dari tindak pidana penyerobotan.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana terjadi penyerobotan tanah

yang dilakukan oleh  masyarakat
terhadap lahan tanah Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Bukittinggi?

2. Faktor — faktor apa saja Yyang
menyebabkan terjadinya penyerobotan
tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Bukittinggi?

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan
oleh  Pemerintah  Daerah  Kota
Bukittinggi dalam memecahkan
masalah penyerobotan tanah Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis terjadinya
penyerobotan tanah yang dilakukan oleh
masyarakat terhadap lahan tanah Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya penyerobotan
tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Bukittinggi.

3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota
Bukittinggi dalam memecahkan
masalah penyerobotan tanah Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.



Il. Metode Penelitan
Penelitian ini menggunakan pendekatan

yuridis sosiologis, memandang hukum sebagai
gejala sosial. Data primer diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan pejabat terkait
menggunakan teknik snowball sampling,
sedangkan data sekunder berasal dari dokumen
administrasi, arsip kasus, dan peraturan. Hasil
Penelitian dan Pembahasan

A. Terjadinya Tindak Pidana
Penyerobotan Tanah yang Dilakukan
Oleh Masyarakat Terhadap Lahan
Tanah Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Bukittinggi
Kasus penyerobotan lahan RSUD Kota

Bukittinggi bermula dari klaim anggota Suku

Guci Mandiangin Koto Selayan atas tanah yang

telah bersertifikat Hak Pakai No. 22 milik

Pemerintah  Kota.  Meskipun  sengketa

dimenangkan  Pemkot melalui  putusan

Mahkamah Agung No. 330 K/TUN/2020,

sebagian warga tetap menduduki dan

memanfaatkan lahan untuk bangunan semi
permanen dan aktivitas komersial. Upaya
mediasi Juli 2023 gagal karena masyarakat
bersandar pada klaim adat, sehingga Pemkot

melapor ke Polres pada Agustus 2023.

Penyidikan berjalan lambat meski BPN telah

diminta mengukur ulang lahan. Wawancara

dengan Dinas Kesehatan dan Polres menyoroti
lemahnya koordinasi internal, pengawasan aset,
serta rendahnya keseriusan tindak lanjut

Pemkot.

Analisis teori “bekerjanya hukum” Robert

B. Seidman menunjukkan kendala pada aturan

hukum yang lemah dalam eksekusi, institusi

penerap Yyang kurang terkoordinasi, dan
resistensi masyarakat dengan klaim adat.

Akibatnya, pembangunan RSUD terganggu.

Diperlukan sinergi antar-institusi, percepatan

sertifikasi, penegakan hukum tegas, edukasi

hukum masyarakat, dan pengawasan aset yang
sistematis untuk melindungi  kepentingan
publik.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan
Terjadinya Tindak Pidana
Penyerobotan Tanah Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Bukittinggi
Kasus penyerobotan lahan RSUD Kota

Bukittinggi menunjukkan lemahnya

perlindungan aset publik meski kepemilikan

pemerintah telah ditegaskan melalui Putusan
Mahkamah Agung No. 330K/TUN/2020.
Pendudukan ilegal terus berlangsung karena
beberapa faktor utama: pengawasan dan
pengamanan aset daerah yang minim, motif
ekonomi akibat tingginya nilai lahan, klaim
waris adat yang tidak didukung bukti hukum,
serta kurangnya sosialisasi putusan dan
edukasi hukum kepada masyarakat.

Perbedaan persepsi antara hukum agraria
nasional dan hak adat memicu sengketa
berkepanjangan, sementara koordinasi
pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan
lembaga adat belum optimal. Kondisi ini
menegaskan perlunya pengamanan fisik dan
administrasi ~ aset,  sosialisasi hukum
berkelanjutan, serta penegakan hukum yang
tegas namun sensitif terhadap konteks sosial
agar pelayanan publik RSUD tetap terjaga.

C. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kota Bukittinngi
Dalam Tindak Pidana Penyerobotan
Tanah Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Bukittinggi
Kasus penyerobotan lahan RSUD Kota

Bukittinggi  tetap  berlangsung mesKki
Mahkamah Agung melalui Putusan No.
330K/TUN/2020 telah menegaskan
kepemilikan sah Pemerintah Kota. Upaya

penyelesaian melalui mediasi dan pelaporan
pidana ke Polres tidak membuahkan hasil
karena rendahnya kesadaran hukum
masyarakat, klaim adat “tanah pusaka tinggi,”
serta proses hukum yang lamban.

Penanganan terhambat oleh lemahnya
koordinasi antarinstansi Pemda, Polres, BPN,
dan Kejaksaan serta ketiadaan ketentuan pidana
yang secara tegas melindungi aset pemerintah.
Aparat masih menunggu validasi teknis BPN,
sementara unsur “niat memiliki” pada Pasal 385
KUHP sulit dibuktikan. Faktor sosial dan
psikologis juga memicu resistensi warga
terhadap putusan pengadilan. Akibatnya,
pembangunan fasilitas kesehatan RSUD
terganggu dan pelayanan publik menurun,
menegaskan kebutuhan kebijakan nasional
yang jelas, pengamanan aset yang lebih ketat,
dan sinergi lintas lembaga agar perlindungan
aset publik lebih efektif.

I11. PENUTUP

A. Simpulan
1. Penyerobotan lahan RSUD Bukittinggi
terjadi karena lemahnya administrasi



pertanahan, ketidaklengkapan dokumen,
dan ketidakjelasan aturan pidana yang
berlaku.

Koordinasi antarinstansi, kepolisian, dan
BPN masih lemah, ditambah rendahnya
kesadaran hukum  masyarakat serta
lambannya respons aparat.

Ketiadaan sanksi tegas dan disharmoni
antara hukum administrasi dan pidana
menghambat penegakan hukum, menunda
pembangunan RSUD, dan mengganggu
pelayanan kesehatan.

. Saran
Tingkatkan koordinasi lintas sektor untuk
memperkuat penanganan kasus

penyerobotan tanah.

Lengkapi dan perbarui seluruh dokumen
pertanahan sebagai dasar kepemilikan
yang sah.

Perkuat regulasi dan tegakkan hukum
secara konsisten agar menimbulkan efek
jera.
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